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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wurgensi peningkatan kualitas
pelayanan publik di era globalisasi, dimana survei Ombudsman RI tahun
2022 menunjukkan masih terdapat sekitar 30% instansi pemerintah yang
belum memenuhi standar pelayanan publik optimal. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kualitas dan kompetensi
pegawai terhadap efektivitas pelayanan publik, serta merumuskan
strategi peningkatannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif dengan studi kepustakaan, menganalisis sumber literatur
primer dan sekunder yang diterbitkan dalam rentang 2020-2024, dengan
teknik analisis konten kualitatif dan triangulasi sumber. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hanya 45% pegawai yang memiliki kapasitas
intelektual sesuai tuntutan pekerjaan, sementara dalam aspek kompetensi
teknis mencapai 72%, namun hanya 40% yang memiliki kompetensi
manajerial memadai. Terdapat korelasi kuat (r=0.82) antara kualitas
pegawai dengan tingkat kepuasan masyarakat. Implementasi sistem
pelayanan digital komprehensif terbukti meningkatkan efisiensi
pelayanan hingga 40%. Kesimpulan penelitian mengungkapkan bahwa
pendekatan holistik dalam pengembangan kualitas dan kompetensi
pegawai menghasilkan peningkatan efisiensi pelayanan sebesar 35%,
kepuasan masyarakat 42%, dan penurunan keluhan 55%. Penelitian
merekomendasikan ~ pengembangan  kapasitas  pegawai  yang
komprehensif, penguatan sistem digital, pengembangan framework
evaluasi terintegrasi, penguatan budaya organisasi, dan optimalisasi
sistem penghargaan.

ABSTRACT

This research is motivated by the urgency of improving public service
quality in the globalization era, where the 2022 Indonesian Ombudsman
survey shows that approximately 30% of government institutions have
not met optimal public service standards. This study aims to analyze the
relationship between employee quality and competency on public service
effectiveness and formulate improvement strategies. The research
method uses a qualitative approach with library research, analyzing
primary and secondary literature sources published between 2020-2024,
using qualitative content analysis techniques and source triangulation.
Results show that only 45% of employees demonstrate intellectual
capacity according to job demands, while technical competency reaches
72%, but only 40% possess adequate managerial competency. There is a
strong correlation (r=0.82) between employee quality and public
satisfaction levels. Comprehensive digital service system implementation
proves to increase service efficiency by up to 40%. The study concludes
that a holistic approach to employee quality and competency
development results in 35% increase in service efficiency, 42% increase
in public satisfaction, and 55% decrease in complaints. The research
recommends  comprehensive  employee  capacity  development,
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strengthening digital systems, developing integrated evaluation
frameworks, strengthening organizational culture, and optimizing
reward systems.
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1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang semakin kompleks, pelayanan publik menjadi tolok ukur fundamental
dalam menilai kinerja pemerintahan dan institusi publik. Transformasi paradigma good governance
mengharuskan setiap institusi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya secara
berkelanjutan. Kualitas pelayanan publik yang optimal tidak dapat dipisahkan dari dua aspek krusial:
kualitas sumber daya manusia dan kompetensi pegawai yang menjadi ujung tombak pelayanan.
Fenomena yang sering dijumpai di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara harapan
masyarakat dengan realitas pelayanan yang diterima, yang seringkali bersumber dari keterbatasan
kualitas dan kompetensi aparatur pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan publik di Indonesia,
berbagai kajian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu mendapat
perhatian serius. Survei yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa
masih terdapat sekitar 30% instansi pemerintah yang belum memenuhi standar pelayanan publik yang
optimal [1]. Hal ini mengindikasikan adanya urgensi untuk melakukan evaluasi dan peningkatan
kualitas pelayanan publik secara menyeluruh, terutama dari aspek sumber daya manusia sebagai
penggerak utama sistem pelayanan. Kualitas pegawai menjadi faktor determinan dalam menciptakan
pelayanan publik yang efektif. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara kualitas pegawai dengan
tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik [2]. Kualitas ini mencakup berbagai aspek
seperti pendidikan, pengalaman, kemampuan teknis, serta soft skills yang diperlukan dalam memberikan
pelayanan prima. Tanpa adanya kualitas yang memadai, efektivitas pelayanan publik akan sulit tercapai,
bahkan dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan pelayanan, prosedur yang
berbelit, hingga praktik mal-administrasi.

Kompetensi pegawai merupakan dimensi lain yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan
efektivitas pelayanan publik. Sebuah studi komprehensif yang dilakukan oleh [3] terhadap institusi
pelayanan publik di berbagai negara Asia menunjukkan bahwa tingkat kompetensi pegawai
berkontribusi sebesar 65% terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan publik.
Kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan
tugas pelayanan secara profesional dan bertanggung jawab. Di era digitalisasi saat ini, tuntutan terhadap
kualitas dan kompetensi pegawai semakin meningkat. Transformasi digital dalam pelayanan publik
mengharuskan pegawai untuk memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan teknologi dan metode
kerja baru. Penelitian yang dilakukan oleh [4] mengidentifikasi bahwa kesenjangan digital (digital gap)
yang terjadi di kalangan pegawai pelayanan publik menjadi salah satu hambatan utama dalam
optimalisasi pelayanan berbasis teknologi. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi
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digital sebagai bagian dari upaya pengembangan kualitas pegawai secara keseluruhan. Aspek efektivitas
pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Hanya
45% institusi pelayanan publik yang mampu mencapai target efektivitas pelayanan sesuai dengan
standar yang ditetapkan [5]. Temuan ini mengindikasikan adanya gap yang signifikan antara ekspektasi
dengan realitas pelayanan yang diberikan, yang sebagian besar berakar dari permasalahan kualitas dan
kompetensi pegawai.

Dalam konteks pelayanan publik modern, inovasi dan kreativitas menjadi tuntutan yang tidak
dapat dihindari. Pegawai pelayanan publik tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi teknis, tetapi
juga kemampuan berinovasi dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan yang semakin kompleks
[6]. Inovasi pelayanan publik yang efektif hanya dapat terwujud jika didukung oleh pegawai yang
berkualitas dan kompeten dalam bidangnya. Berdasarkan berbagai fenomena dan kajian empiris
tersebut, menjadi penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap kualitas dan kompetensi
pegawai dalam konteks efektivitas pelayanan publik. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk
mengidentifikasi gap dan permasalahan yang ada, tetapi juga untuk merumuskan strategi peningkatan
kualitas dan kompetensi pegawai yang lebih terarah dan terukur. Melalui pemahaman yang
komprehensif terhadap aspek kualitas dan kompetensi pegawai, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan
dan program pengembangan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik secara
keseluruhan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library
research) untuk menganalisis kualitas dan kompetensi pegawai dalam efektivitas pelayanan publik.
Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan
komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, khususnya dalam mengeksplorasi hubungan antara
kualitas pegawai, kompetensi, dan efektivitas pelayanan publik. Metode studi kepustakaan digunakan
untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan
topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber
literatur primer dan sekunder. Sumber primer meliputi artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam
jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, dan publikasi
resmi dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelayanan publik. Sumber sekunder mencakup
buku-buku referensi, working papers, dan artikel-artikel review yang relevan dengan topik penelitian.
Untuk menjamin kebaruan dan relevansi data, prioritas diberikan pada literatur yang diterbitkan dalam
rentang waktu lima tahun terakhir (2020-2024).

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis konten kualitatif yang
dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah proses coding, di mana peneliti melakukan identifikasi
dan kategorisasi terhadap tema-tema utama yang muncul dari literatur yang dikaji. Tema-tema ini
kemudian diorganisir ke dalam beberapa kategori besar yang mencakup aspek kualitas pegawai,
kompetensi, dan efektivitas pelayanan publik. Tahap kedua adalah proses sintesis, di mana peneliti
mengintegrasikan berbagai temuan dan perspektif dari literatur yang berbeda untuk membangun
pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Untuk menjamin
kredibilitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode.
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai jenis
sumber literatur yang berbeda. Triangulasi metode diterapkan melalui penggunaan berbagai pendekatan
analisis untuk memahami dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Selain itu, peneliti juga
melakukan peer review dengan melibatkan peneliti lain yang memiliki expertise dalam bidang
administrasi publik untuk memberikan feedback terhadap proses analisis dan interpretasi data.

Dalam mengorganisasi dan mengelola data literatur, peneliti menggunakan perangkat lunak
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manajemen referensi untuk memastikan sistematis pencatatan dan pengorganisasian sumber-sumber
yang dikaji. Setiap sumber literatur dicatat secara detail mencakup informasi bibliografis, kata kunci,
ringkasan konten, dan catatan analitis peneliti. Hal ini memudahkan proses penelusuran kembali dan
verifikasi data selama proses analisis. Interpretasi hasil analisis dilakukan dengan mempertimbangkan
konteks teoretis dan praktis dari fenomena yang diteliti. Peneliti mengembangkan kerangka analitis yang
memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kualitas dan kompetensi pegawai
berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas pelayanan publik. Dalam proses interpretasi, peneliti juga
memperhatikan berbagai faktor kontekstual seperti perkembangan teknologi, perubahan kebijakan, dan
dinamika sosial yang dapat mempengaruhi hubungan antar variabel yang diteliti. Keterbatasan
penelitian diakui dan didokumentasikan secara eksplisit, termasuk keterbatasan dalam hal cakupan
literatur dan potensi bias dalam interpretasi data. Untuk mengatasi keterbatasan ini, peneliti menerapkan
prinsip transparansi dalam melaporkan proses penelitian dan mengakui area-area yang memerlukan
penelitian lebih lanjut. Hasil dari analisis kepustakaan ini akan disajikan dalam bentuk narasi yang
terstruktur dan sistematis, didukung dengan bukti-bukti dari literatur yang dikaji. Temuan-temuan
penelitian akan diorganisir berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari analisis, dengan
memperhatikan keterkaitan antar tema dan implikasinya terhadap praktik pelayanan publik. Penyajian
hasil juga akan mencakup rekomendasi praktis untuk peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai
dalam konteks pelayanan publik.

2.1 Efektivitas Pelayanan Publik
1. Konsep dan Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan manifestasi konkret dari fungsi aparatur negara sebagai pelayan
masyarakat. Menurut [7], pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang
dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik mencakup
berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pelayanan administratif hingga pelayanan barang dan
jasa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks modern, pelayanan
publik telah mengalami transformasi signifikan dengan mengadopsi prinsip-prinsip good governance
yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
2. Dimensi Efektivitas Pelayanan Publik

Efektivitas pelayanan publik memiliki beberapa dimensi yang saling terkait dan mendukung.
Penelitian yang dilakukan oleh [8] mengidentifikasi lima dimensi utama efektivitas pelayanan publik,
yaitu: reliabilitas (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy),
dan bukti fisik (tangibles). Dimensi-dimensi ini menjadi kerangka acuan dalam menilai sejauh mana
pelayanan publik telah mencapai tujuannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
3. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan publik. SPM harus mencakup aspek-aspek seperti prosedur pelayanan,
waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas
pemberi pelayanan [9]. SPM menjadi instrumen penting dalam menjamin kualitas pelayanan publik
yang diberikan kepada masyarakat.
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelayanan

Efektivitas pelayanan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Menurut [10],
faktor-faktor tersebut meliputi: struktur organisasi, kepemimpinan, sumber daya manusia, teknologi
informasi, dan budaya organisasi. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting dalam upaya
meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
5. Indikator Pengukuran Efektivitas Pelayanan
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Pengukuran efektivitas pelayanan publik memerlukan indikator yang jelas dan terukur. Indikator-
indikator ini mencakup tingkat kepuasan masyarakat, ketepatan waktu pelayanan, kesesuaian dengan
standar pelayanan, dan tingkat penyelesaian keluhan. Aspek-aspek ini menjadi parameter dalam menilai
keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

2.2 Hubungan Kualitas dan Kompetensi Pegawai dengan Efektivitas Pelayanan Publik
1. Pengaruh Kualitas Pegawai terhadap Pelayanan Publik

Kualitas pegawai memiliki peran crucial dalam menentukan efektivitas pelayanan publik. Semakin
tinggi kualitas pegawai, semakin baik pula pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Aspek-aspek
kualitas pegawai meliputi tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan teknis yang dimiliki.
Kualitas pegawai juga tercermin dari sikap dan perilaku mereka dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
2. Dampak Kompetensi terhadap Efektivitas Pelayanan

Kompetensi pegawai memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik.
Kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional menjadi modal utama
dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Peningkatan kompetensi pegawai dapat dilakukan
melalui berbagai program pengembangan kapasitas dan pelatihan yang berkelanjutan.
3. Integrasi Kualitas dan Kompetensi dalam Optimalisasi Pelayanan

Integrasi antara kualitas dan kompetensi pegawai menciptakan sinergi yang kuat dalam optimalisasi
pelayanan publik. Kedua aspek ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam
menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Proses integrasi ini memerlukan perencanaan
yang matang dan implementasi yang konsisten.
4. Model Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis Kualitas dan Kompetensi

Model pengembangan pelayanan publik yang berbasis pada kualitas dan kompetensi memerlukan
pendekatan yang komprehensif dan sistematis. Model ini harus mempertimbangkan berbagai aspek
seperti perencanaan strategis, implementasi program, monitoring dan evaluasi, serta perbaikan
berkelanjutan. Pengembangan model ini juga harus memperhatikan karakteristik dan kebutuhan spesifik
dari masing-masing instansi publik.

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisis Kondisi Aktual Kualitas dan Kompetensi Pegawai dalam Pelayanan Publik
Analisis terhadap kondisi aktual kualitas dan kompetensi pegawai dalam pelayanan publik
menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam implementasi standar pelayanan. Evaluasi kualitas
pegawai berdasarkan dimensi kapasitas intelektual mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan
antara kualifikasi formal dengan kemampuan analitis yang dibutuhkan dalam pelayanan modern.
Menurut hasil penelitian [12], hanya 45% pegawai pelayanan publik yang mampu mendemonstrasikan
kapasitas intelektual yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka, terutama dalam hal kemampuan
analisis data dan pengambilan keputusan strategis. Dimensi profesionalisme menunjukkan tren yang
lebih positif, di mana 68% pegawai telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang baik dalam
pelaksanaan tugas, meskipun masih terdapat variasi dalam hal konsistensi kinerja. Aspek integritas
menjadi perhatian khusus dalam evaluasi kualitas pegawai. Penelitian longitudinal yang dilakukan oleh
[11] mengungkapkan bahwa faktor integritas memiliki korelasi positif yang kuat (r = 0.78) dengan
tingkat kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan. Namun, implementasi nilai-nilai integritas
masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal transparansi prosedur dan konsistensi pelayanan.
Pemetaan tingkat kompetensi menunjukkan bahwa kompetensi teknis pegawai cenderung lebih baik
dibandingkan kompetensi manajerial dan sosial-kultural. Sekitar 72% pegawai menunjukkan
penguasaan teknis yang memadai dalam bidang kerja mereka, namun hanya 40% yang memiliki
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kompetensi manajerial yang sesuai dengan tuntutan posisi mereka. Identifikasi kesenjangan antara
standar dan implementasi di lapangan mengungkapkan adanya gap yang signifikan dalam beberapa
aspek kunci. Kesenjangan terbesar terjadi pada aspek adaptabilitas terhadap perubahan teknologi dan
kemampuan inovasi dalam pelayanan [4]. Hal ini mengindikasikan perlunya program pengembangan
yang lebih terarah dan sistematis untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai secara holistik.

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelayanan Publik

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan publik
mengungkapkan kompleksitas hubungan antara berbagai variabel yang saling terkait. Kualitas SDM
menjadi determinan utama dalam pencapaian standar pelayanan minimal, di mana hasil studi
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman kerja pegawai berkontribusi sebesar 63%
terhadap variasi dalam capaian standar pelayanan [1]. Institusi yang memiliki proporsi pegawai dengan
kualifikasi pendidikan yang sesuai menunjukkan performa yang lebih baik dalam memenuhi standar
pelayanan minimal. Evaluasi dampak kompetensi pegawai terhadap responsivitas pelayanan
menunjukkan hasil yang signifikan. Penelitian lainnya mengidentifikasi bahwa pegawai dengan tingkat
kompetensi yang tinggi mampu memberikan respon yang lebih cepat dan solusi yang lebih efektif
terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, hambatan internal seperti sistem birokrasi yang kaku dan
keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan. Hambatan eksternal
yang teridentifikasi meliputi dinamika perubahan kebutuhan masyarakat dan tekanan politik yang dapat
mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

3.3 Korelasi antara Kualitas Pegawai dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat

Analisis hubungan antara kualitas pegawai dengan tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan
korelasi yang kuat dan signifikan. Studi komprehensif yang dilakukan oleh (Prayoga & Nalien, 2023)
mengungkapkan bahwa institusi dengan indeks kualitas pegawai yang tinggi cenderung mendapatkan
tingkat kepuasan masyarakat yang lebih baik, dengan koefisien korelasi sebesar 0.82. Hal ini terutama
terlihat dalam aspek ketepatan waktu penyelesaian layanan dan akurasi dalam pemrosesan dokumen.
Profesionalisme pegawai menjadi faktor kunci dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kualitas
pelayanan yang diterima. Evaluasi dampak profesionalisme pegawai terhadap kepuasan publik
mengungkapkan bahwa aspek komunikasi dan empati memiliki pengaruh yang sangat signifikan.
Pegawai yang menunjukkan tingkat profesionalisme tinggi mampu menangani keluhan masyarakat
dengan lebih efektif dan memberikan solusi yang lebih memuaskan. Institusi yang secara konsisten
menerapkan standar profesionalisme tinggi mengalami peningkatan tingkat kepuasan masyarakat
sebesar 45% dalam periode dua tahun [3]. Identifikasi aspek kualitas yang paling berpengaruh terhadap
kepuasan masyarakat mengungkapkan bahwa kemampuan teknis dan sikap melayani menjadi faktor
dominan. Responsivitas dalam menangani permasalahan dan kemampuan memberikan solusi yang tepat
merupakan indikator kualitas yang paling diapresiasi oleh masyarakat. Temuan ini sejalan dengan hasil
penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi teknis dan soft skills
secara berimbang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.4 Pengaruh Kompetensi Digital terhadap Modernisasi Pelayanan Publik

Analisis terhadap kesiapan pegawai dalam adopsi teknologi pelayanan menunjukkan variasi yang
signifikan di berbagai institusi publik. Penelitian yang dilakukan oleh [6] mengungkapkan bahwa
tingkat kesiapan digital pegawai dapat dikategorikan dalam beberapa level seperti yang ditunjukkan
dalam Tabel 1.
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Tabel 1. Level Kesiapan Digital Pegawai Pelayanan Publik
L(‘evel Persenta?e Karakteristik Utama
Kesiapan Pegawai
Advanced 15% Mampu .mengopera.sikan sistem kompleks, menganalisis data digital, dan
memberikan inovasi
Intermediate 45% Dapat menggunakan aplikasi standar dan sistem pelayanan digital dasar
Basic 30% Memiliki pemahaman dasar teknologi namun terbatas dalam implementasi
Limited 10% Kfsuh.tfan mengadopsi teknologi baru dan membutuhkan pendampingan|
intensi

Evaluasi efektivitas transformasi digital dalam peningkatan layanan menunjukkan adanya
korelasi positif antara implementasi teknologi dengan peningkatan efisiensi pelayanan. Institusi yang
telah mengimplementasikan sistem pelayanan digital secara komprehensif mengalami peningkatan
efisiensi pelayanan hingga 40% dan pengurangan waktu proses hingga 60% [14].

3.5 Model Integrasi Pengembangan Kualitas dan Kompetensi Pegawai

Formulasi strategi peningkatan kualitas dan kompetensi secara simultan memerlukan pendekatan
yang komprehensif dan sistematis. ramework integrasi yang mencakup aspek pengembangan hard skills
dan soft skills secara berimbang. Framework ini telah diimplementasikan di berbagai institusi dengan
tingkat keberhasilan yang signifikan, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Framework Integrasi Pengembangan Kualitas dan Kompetensi

Dimensi . .
Program Utama Target Capaian Metode Evaluasi
Pengembangan
. . |Pelatih tekni terstruktur, . . . A t i
Kompetensi Teknis ee.n an. © .1s CISTHEHD 8504 pegawai tersertifikasi .sses.smen berbasiy
sertifikasi profesional kinerja
Soft Skills Leadership training, | Peningkatan ~ 40%  dalam(Survei kepuasan dan
communication workshop customer satisfaction peer review
i . Digital lit technical . i i
Digital Skills igital literacy program, technical | o o pegawai melek digital E.\/a.11u351 kemampuan
workshop digital
. . M t devel t|75% i ki t 1
Managerial Skills anagemen evelopmen ° Pegawal ompeten dalam |Assessment center
program manajemen

Pengembangan framework evaluasi kinerja berbasis kualitas dan kompetensi dilakukan melalui
pendekatan multidimensi. Pentingnya mengintegrasikan aspek kuantitatif dan kualitatif dalam proses
evaluasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja pegawai [15].

3.6 Rekomendasi Strategis Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik

Penyusunan roadmap pengembangan kualitas dan kompetensi pegawai merupakan langkah
strategis dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Pendekatan bertahap yang dimulai dengan
assessment menyeluruh terhadap kondisi existing, dilanjutkan dengan program pengembangan yang
terstruktur, dan diakhiri dengan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan program [16]. Strategi
implementasi program peningkatan pelayanan berbasis evidence memerlukan dukungan data yang
akurat dan analisis yang mendalam. Program-program yang diimplementasikan harus didasarkan pada
hasil penelitian dan best practices yang telah terbukti efektif. Mekanisme monitoring dan evaluasi
berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan efektivitas program pengembangan. Sistem monitoring
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yang dikembangkan harus mampu mengidentifikasi deviasi secara dini dan memberikan rekomendasi
perbaikan yang tepat sasaran. Hasil implementasi model integrasi dan rekomendasi strategis
menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik. Institusi yang mengadopsi
pendekatan terintegrasi mengalami peningkatan efisiensi pelayanan rata-rata sebesar 35%, peningkatan
kepuasan masyarakat sebesar 42%, dan penurunan tingkat keluhan sebesar 55%. Keberhasilan ini
menunjukkan bahwa pendekatan holistik dalam pengembangan kualitas dan kompetensi pegawai
merupakan kunci dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang komprehensif terhadap kualitas dan kompetensi pegawai dalam
efektivitas pelayanan publik, dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam
implementasi standar pelayanan di berbagai institusi. Evaluasi menunjukkan bahwa hanya 45% pegawai
yang mampu mendemonstrasikan kapasitas intelektual sesuai tuntutan pekerjaan, sementara 68% telah
menunjukkan dedikasi dan komitmen yang baik. Faktor integritas memiliki korelasi positif yang kuat (r
= 0.78) dengan tingkat kepercayaan publik, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan.
Dalam hal kompetensi, 72% pegawai menunjukkan penguasaan teknis yang memadai, namun hanya
40% yang memiliki kompetensi manajerial yang sesuai. Kualitas SDM terbukti menjadi determinan
utama dalam pencapaian standar pelayanan minimal, dengan kontribusi sebesar 63% terhadap variasi
capaian standar pelayanan. Terdapat korelasi yang kuat (koefisien 0.82) antara kualitas pegawai dengan
tingkat kepuasan masyarakat, terutama dalam aspek ketepatan waktu dan akurasi pelayanan. Institusi
yang menerapkan standar profesionalisme tinggi mengalami peningkatan kepuasan masyarakat sebesar
45% dalam periode dua tahun. Dalam konteks transformasi digital, hanya 15% pegawai yang berada
pada level advanced, sementara mayoritas (45%) berada pada level intermediate. Implementasi sistem
pelayanan digital komprehensif telah terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan hingga 40% dan
mengurangi waktu proses hingga 60%. Penerapan framework integrasi pengembangan kualitas dan
kompetensi yang mencakup aspek teknis, soft skills, digital skills, dan manajerial skills telah
menunjukkan hasil yang signifikan. Institusi yang mengadopsi pendekatan terintegrasi mengalami
peningkatan efisiensi pelayanan rata-rata sebesar 35%, peningkatan kepuasan masyarakat sebesar 42%,
dan penurunan tingkat keluhan sebesar 55%. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan holistik dalam
pengembangan kualitas dan kompetensi pegawai merupakan kunci dalam meningkatkan efektivitas
pelayanan publik.
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